BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR <! TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN KAWASAN GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

3.

BUPATI SIJUNJUNG,

bahwa dengan adanya perkembangan keragaman geologi
di Kabupaten Sijunjung maka Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan Geopark Ranah
Minang Silokck, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan Geopark Ranah
Minang Silokek;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Dacrah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 23);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor



S.

10.

11.

140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daecrah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teclah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemcrintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Taman Bumi ( Geopark);

Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sumatera Barat 2012-2032 (Lembaran daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
SjjunjungTahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
SijunjungTahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Dacrah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan WNagari,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sijunjung Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas  Peraturan Daerah Kabupaten
Sawahlunto/Sijjunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Nagari;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN KAWASAN GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK

Pasal |
Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan
Geopark Ranah Minang Silokek ( Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun
2019 Nomor 11 ) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kawasan Geopark Ranah Minang Silokek mencakup seluruh wilayah
Kabupaten Sijunjung,

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengelahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2 Juni 2022
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd
BENNY DWIFA YUSWIR
Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd
ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 2 2

Salinan sesuai dengan aslinya

MPAL&&GIAN HUKUM,
/






